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Abstrak 

Restorative justice merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana 

yang dapat di tempuh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mengedepankan 

pemulihan keadaan korban maupun pelaku. Upaya restorative justice dalam 

menyelesaikan perkara pidana terdapat dalam hukum pidana positif Sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak yaitu dengan adanya upaya diversi yang digunakan terhadap kasus 

yang melibatkan anak dan restorative justice juga terdapat dalam hukum pidana islam 

yang disebut dengan is}la>h. Skripsi ini akan membahas bagaimana penyelesaian 

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak  yang diselesaikan secara 

restorative justice. 

Penelitian yang digunakan ini, merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) yang bersifat deskriptif, analisis, dan komparatif. Yaitu berusaha 

memaparkan tentang bentuk penerapan restorative justice serta kevektifannya 

dalam menyelesaikan pidana penganiayaan oleh anak, baik di dalam hukum 

Islam maupu hukum positif. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan 

dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat dilihat perbedaan dan 

persamaannya kemudian dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

Dalam menganilisis kasus ini penyusun menggunakan metode mediasi penal 

dengan menggunakan pendekatan restorative justice. 

Hasil analisis penyusun adalah bahwa tindak pidana penganiayaan oleh anak 

dapat diupayakan restorative justice sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan 

ketentuan usia anak saat melakukan tindak pidana serta tindak pidana 

penganiayaan tersebut diancam dengan pidana kurang dari tujuh tahun serta bukan 

merupakan pengulangan tindak pidana. Restorative justice dalam hukum pidana 

Islam guna penyelesaian perkara penganiayaan juga dapat dilakukan dengan 

memberikan ganti rugi atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Upaya 

restorative justice dalam hukum pidana Islam tidak tidak mempunyai batasan usia 

ataupun ancaman hukuman yang diberikan, Hal ini berbeda dengan hukum positif 

yang memiliki batasan dalam mengupayakan restorative justice. Disarankan agar 

upaya diversi dengan prinsip restorative justice yang diterapkan dalam hukum 

pidana positif Indonesia tidak hanya terbatas pada usia dan ancaman hukuman 

yang diberikan sebagaimana diversi dalam hukum pidana islam yang tidak 

membatasi kedua hal tersebut. 

Kata Kunci: restorative justice, penganiayaan anak dalam Hukum Positif dan 

Hukum Islam  
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MOTTO 

 

PEMENANG SEJATI ADALAH DIA YANG TIDAK PERNAH BERHENTI 

BERUSAHA MESKIPUN TELAH JATUH BERULANG KALI  

(PRO NEVER QUITE). 

. . .  

 

NGGAHI RAWI PAHU ABANKK. 

“SESEORANG HARUS BERANI KELUAR DARI ZONA 

NYAMAN DAN BERANI MELAWAN ARUS KARENA 

YANG IKUT ARUS AKAN CEPAT MATI” 

(Basuki Tjahja Purnama/Ahok) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988                          

No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Śa S| es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 H}a H} ha titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Z| zet titik di atas ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sīn S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Şad S} es titik di bawah ص

 D}ad D} de titik di  bawah ض

 T}a T} te titik di bawah ط

 Z}a Z} zet titik di bawah ظ

 Ayn …„… koma terbalik (di atas)' ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wa W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah …‟… Apostrof ء

٘ Ya Y Ye 

 

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 Muta‘āqqidīn يتعبقّدٍٚ

 Iddah‘ عدّح

 

C. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 Hibah ْجخ

 Jizyah جصٚخ

  

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
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 Ni'matullāh َعًخ الله

 Zakāh al-Fit}ri شكبح انفطس

 

D. Vokal pendek 

 َditulis a َضَسة Daraba 

 ِditulis i َِٓى  Fahima فَ

 ًditulis u كُتِت Kutiba 

 

E. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   Jāhiliyyah   جبْهٛخ

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   Yas'ā   ٚععٙ

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   Maji>d   يجٛد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 {ditulis   Furūd   فسٔض

F. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   Bainakum   ثُٛكى

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   Qaul  قٕل

G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 
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 A'antum ااَتى

 La'in Syakartum نئٍ شكستى

   

H. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 al-Qur'ān انقساٌ

 al-Qiyās انقٛبض

   

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 asy-Syams انشًط

 'as-Samā انعًبء

  

I. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

ِّ انْقُسْآٌ  ْٛ َْصِلَ فِ ْ٘ أُ ٌَ انَرِ ْٓسُ زَيَضَب :  شَ Syahru Ramad}a>n al-Laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

 {Z}awi> al-furūd       ذٖٔ انفسٔض

 Ahl as-Sunnah      اْم انعُخ
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KATA PENGANTAR 

 ثعى الله انسحًٍ انسحٛى

ٌ يحًدا عجدِ ٔزظٕنّ, أشٓد ألا الله, ٔ أنّ أٌ لا أشٓد أنحًد لله زة انعبنًٍٛ, أ

.يب ثعدأ. ّ أجًعٍٛنّ ٔ صحجأنهٓى صم عهٗ يحًد ٔ عهٗ أ  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak 

yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa 

Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1
 

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena 

masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai 

keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu hal tanpa menilai akibat akhir 

dari tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-coret di dinding, 

pagar tembok orang, atau melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum 

dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan 

harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan 

memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman 

atas perbuatannya.
2
 

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman 

bahwa semua kasus penganiayaan harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan  

                                                           
1
 Pasal 2B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 

 
2
 Marlina. Peradilan Pidana  Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 143. 
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(langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut 

merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. 

Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata 

terakomodir dalam Undang-undang (asas legalitas terpenuhi). Namun, tak jarang 

proses ini justru mencederai rasa keadilan di masyarakat. Apabila dicermati 

perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari 

kualitas/maupun modus operandi yang dilakukan oleh anak dirasakan telah 

meresahkan semua pihak khususnya orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku 

tindak kekerasan yang dilakukan anak tidak sebanding lurus dengan usia pelaku.  

Hukum sebenarnya hadir untuk menyelesaikan konflik dan melalui 

pendekatan hukum inilah konflik yang tidak selesai melalui perdamaian dapat 

diperkarakan melalui jalur peradilan. Perdamaian mengahkhiri pertikaian ditandai 

oleh tercapainya keadilan dengan saling memaafkan, sedangkan peradilan 

mengakhiri perseteruan dengan ditandai oleh tecapainya keadilan yuridis-

individualis yakni di tentukan terbukti tidaknya dan benar salahnya suatu 

perbuatan oleh hakim. Dalam memecahkan masalah hukum, secara keperdataan, 

setiap orang akan lebih puas dan terpenuhi rasa keadilannya bila mampu 

menyelesaikannya melalui lembaga perdamaian. Karena perdamian merupakan 

jalan yang menguntungkan para pihak dan bukan menguntungkan salah satu 

pihak. Perdamian merupakan win-win solution bagi setiap konflik yang dialami 

manusia.
3
 

                                                           
3
 Mou Rifqi, is}la>h Para Tokoh Politik sebagai upaya penyelesaian konflik dalam 

perspektif sosiologi hukum, ( Jogja: t.p,  2008), hlm. 23 
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Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang 

memberi perlindungan terhadap setiap hak warga negara. Seiring 

perkembangan dibutuhkan pemikiran-pemikiran baru mengenai arah 

kebijakan hukum di masa depan. Indonesia sebagai negara berkembang 

tentunya memerlukan berbagai pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan 

hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan. Sehingga mampu untuk 

menghadapi dampak negatif dari arus globalisasi, salah satu konsep yang 

ditawarkan dalam penyelesaian perkara anak adalah  restorative justice. 

Tindak Pidana yang di lakukan anak merupakan masalah serius yang 

dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam 

bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga 

terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh 

Anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada Tindak Kriminal, mendorong 

upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang 

hukum pidana (Anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan 

perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda. 

Pemberian Perlindungan terhadap Anak tidak hanya diberikan kepada 

Anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada Anak yang 

menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam 

memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan 

si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa 

itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia 

sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.   
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Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 

kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti 

pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan 

perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem Peradilan Pidana 

maka timbul pemikiran para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan 

formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan 

pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana 

dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.  

Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum lahirnya 

UU Nomor 3 Tahun 1997 masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran 

Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung. Keharusan persidangan anak 

tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 1959. 

Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan jaminan dalam 

pemeriksaan agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Kemudian, secara 

sepintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur 

penanganan kasus pidana dengan terdakwanya anak. Ketentuan tersebut dapat 

ditemukan dalam Pasal 153 Ayat (3) yang secara substansial mengatur tentang 

persidangan bagi pengadilan anak tertutup bagi umum. Bila hal ini tidak 

dilakukan akan berimplikasi pada putusan hakim yakni tidak batal demi hukum. 
4
 

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di 

atas dapat di ketahui bahwa semuanya itu menitik beratkan pada kepentingan 

terbaik bagi anak (the best interest of child). Namun seiring perjalanan 
                                                           

4
 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya), 

(Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 9-10. 
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waktu,  kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat 

mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang tersebut lebih 

cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman 

(retributive). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara 

terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas 

kemerdekaan anak.
5
 

Namun, dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh 

anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan 

mekanisme baru yakni dengan cara restorative justice melalui system diversi.
6
 

Artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal 

(diversi)  pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap Kepolisian, 

Kejaksaan sampai kepada pengadilan dapat menempuh jalur non formal. 

Pembolehan ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Dengan menggunakan konsep restorative justice, hasil yang diharapkan 

ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, 

menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal 

sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak 

dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, 

mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas. Di samping itu 

                                                           
5
 Yutirsa, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Vol.2. No. 2 Tahun 2013 Jurnal Rechtvinding Media 

Pembinaan Hukum Nasional, (Agustus, 2013), hlm. 232 

 
6
 Riza Nizarli, Evaluasi Reformasi Kepolisian Dalam Menangani Anak Berhadapan 

dengan Hukum, KANUN Jurnal Ilmu Hukum No. 54 Tahun XIII, (Agustus, 2011), hlm. 57. 
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dapat menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena 

pelaku telah dimaafkan oleh korban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, 

memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan 

pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.
7
 Hal ini berbeda dengan 

dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, 

di mana lebih cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dengan 

menonjolkan penghukuman (retributive) kepada anak. Dengan demikian, dapat di 

pahami bahwa adanya perubahan fundamental terhadap system peradilan pidana 

anak dalam interval waktu tersebut. 

Restorative justice adalah penyelesaian pekarana tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak 

dari proses Perdilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8
 Dalam 

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perdilan Pidana 

Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, 

menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak 

dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyaraat untuk berpartisipasi, 

dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

                                                           
7
 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2009), hlm. 135-136. 

 
8
 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradila Pidana Anak Pasal 1 ayat (6-7) 
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Penyebutan istilah keadilan restoratif dalam Islam pada kasus anak pada 

dasarnya sudah ada dalam hukum Islam hal ini dapat dilihat dengan adanya 

konsep qis}a>s} diyyah dan pemaafan. Dalam Hukum Islam bentuk keadilan 

restoratif ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini  

bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan 

olehnya terhadap korban dan Masyarakat. 

Pada prinsipnya keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan 

dari korban kepada pelaku. Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa 

konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada jarimah qis}a>s} 

diyyah. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/ 

wali pelaku bersama dengan qhadi, Ini merupakan sistem perdamaian 

sebagaimana yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam Risalah Al-

Qadha. Sahnya perdamaian dalam penyelasain kasus pidana merupakan hal yang 

lumrah. Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping 

hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Inilah yang 

membedakan criminal justice system dalam Islam dengan sistem hukum lain.
9
 

Dalam hukum Islam, di kenal adanya suatu akad penyelesaian sengketa 

melalui perdamaian yang disebut dengan is}la>h. Secara bahasa, is}la>h berarti 

menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian 

is}la>h dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.
10

 Islam 

                                                           
9
Ifa Latifa Fitrian, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum,” Skripsi Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2012), hlm. 40 
 
10

 Syyaid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Kairo: Dar al Fath, 1990), II: 201 
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menganjurkan pihak yang bersengketa mnempuh jalur damai, baik di depan 

pengadilan maupun di luar pengadilan. Is}la>h memberikan kesempatan para pihak 

untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut 

sangatlah lumrah dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, karna 

semua upaya tersebut sangat dianjurkan oleh Islam seperti yang ada pada Al-

Quran surah Al-Hujrat (49): 9 

Studi komparasi ini penting diteliti untuk menjelaskan bagaimana model 

penerapan serta keevektifan dalam menyelesaiakan masalah penganiayaan yang 

dilakukan oleh anak, melalui pendekatan restorasi dalam sistem hukum pidana 

Indonesia dan sistem hukum pidana Islam. Kedua sistem ini memiliki urgensi 

yang sama dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang diakui berlakunya 

di Idonesia. Sistem hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang diakui 

keberadaannya sebagai sumber materiil hukum nasional.
11

 Jika 

penerapan restorative justice dapat berjalan maksimal maka anak tak perlu lagi 

menjalani proses peradilan yang tentunya akan berdampak secara psikis terhadap 

anak yang belum siap menghadapi hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian skripsi dengan judul “Penerapan Restorative 

Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh 

Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
11

 Ali Sodiqin, Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Prespektif Hukum 

Pidana Indonseia  Dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, Vol. 49 : 1 ( Juni 

2015), hlm. 95 
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Dari Rumusuan Masalah diatas dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) sub-

masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian (research question), 

yaitu: 

1. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus 

penganiayaaan oleh anak dalam hukum Islam.? 

2. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus 

penganiayaaan oleh anak.? 

C. Tujuan 

1. Menjelaskan ketentuan-ketentua tentang penerapan restoative justice. 

2. Memetakan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam 

D. Kegunaan 

1. Untuk menjelaskan urgensi dan sisi-sisi maslahah keadilan restoratif 

dalam penyelesaian kasus penganiyaan oleh anak. 

2. Untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum baik 

secara teori maupun praktik. 

3. Untuk dapat memberikan sumbangsih pemahaman bahwa upaya alternatif 

penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak, demi mencapai perlindungan 

hak-hak anak. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dari beberapa penulusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan secara 

spesifik sama  dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang 

memiliki pembahasan yang berkaitan denggan penelitian ini. Penelitian penelitian 

tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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Pertama, skripsi Mimi Rahmawati dengan berjudul “Penjatuhan Pidana dan 

Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana 

Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”.
12

 Skripsi ini membahas tentang tujuan 

pemidanaan dalam kaca mata Hukum Islam dan Hukum positif, dan Bagaimana 

korelasinya terhadap perlindungan anak. Dalam skripsi inipun dalam 

pendekatannya menggunakan metode teori pemidanaan dan pertanggung jawaban 

pidana. 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Gilang Kresnanda Annas dengan berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan 

Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”. 

Dalam Skripsinya oleh Gilang Kresnanda Annas mengatakan bahwa anak yang 

berhadapan dengan hukum haruslah diberkan perlindungan oleh hukum itu sendiri 

dalam mendidik anak untuk kearah yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, Gilang 

Kresnanda Annas
 
 dalam mengulas kasus ini dengan menggunakan pendekatakan 

teori relatif bagaimana sebuah pemidaan itu haruslah mempunyai tujuan yaitu: 

preventif, deterrence dan reformatif. Adapun tujuan dari skripsi ini untuk 

menggambarkan bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak yang 

berhadpan dengan hukum dalam Undang-Undang perlindungan Anak 
13

 

Ketiga, Karya ilmiah yang di susun oleh Geraldus Adhika Dian Pratama, 

dengan judul “Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan 

                                                           
12

 Mimi Rahmawati “Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur 

(Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)” Skripsi, Fakultas Syariah 

dan Hukum, Universitas Islam Negri Yogyakarta  (2006). 
13

 Gilang Kresnanda Annas “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang 

Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversii dan Restorative Justice”. 

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Yogyakarta 
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Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta”. Menjelaskan bahwa dua 

permasalahan yang terdiri dari kesiapan pengalihan polisi Yogyakarta dalam 

menerapkan untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum 

dan kesiapan Polda DIY dalam menerapkan pengalihan peradilan pidana anak 

untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam 

skripsi ini, telah ditemukan dua hasil penelitian. Pertama, Polda DIY harus 

menjalankan pengalihan kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana. Kedua, 

Polda DIY menghadapi sejumlah kendala yang dihadapi dalam menjalankan 

pengalihan, baik dari kurangnya kesadaran untuk menjalankan pengalihan 

kurang optimal fasilitas yang dimiliki oleh Polda DIY.
14

 

Keempat, Ada juga sebuah buku yang ditulis oleh DS. Dewi dan 

Fatahillah A. Syukur yang berjudul “Mediasi Penal: Penerapan Restorative 

Justice di Pengadilan Anak Indonesia”. Buku ini membahas terkait upaya 

penerapan mediasi penal dengan penerapan keadilan restoratif dalam kasus 

anak, dengan mengulas beberapa proses media penal yang dilakukan di luar 

negeri seperti Amerika Serikat, Swedia, Norwegia, dan Thailand.
15

 

Kelima, Ada sebuah buku ditulis oleh Marlina yang berjudul " Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 

Justice”. Buku ini membahas terkait upaya konsep Diversi dan  Restorative 

Justice terhadap pengembangan hukum di Indonesia dalam rangka 

                                                           
14

 Geraldus Adhika Dian Pratama. “Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang 

Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum, 

Universitas Atmajaya Yogyakarta ( 2013). 

 
15

 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di 

Pengadilan Anak, (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm. 20 
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memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak yang berhadapan 

dengan hukum anak. Dan Buku inipun mengulas terakit perkembangan 

konsep Diversi dan  Restorative di  berbagai Negara. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa letak 

perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis 

mengangkat judul “Penerapan restorative justice (Keadilan Restorasi) Dalam 

Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Indonesia”. Dengan tujuan penelitian adalah Untuk menjelaskan 

secara mendalam konsep restorative justice dalam perspektif hukum Islam dan 

hukum positif, dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana konsep restorative 

justice memberikan rasa keadilan terhadap para pihak yang berkonflik, dan 

menganalisis sejauh mana implementasi penerapan restorative justice terhadap 

tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur. 

F. Kerangka teoritik 

1. Teori Absolut 

Absolut melihat tujuan pidana adalah sebagai pembalasan terhadap para 

pelaku yang telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan 

terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
16

 Pendekatan teori ini terletak pada 

gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan 

seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dasar utama pendekatan 

absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar 

                                                           
16

 Laden Marpaung. Asas Teori  Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm. 4 
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pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu 

sendiri.
17

 

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini 

adalah bahwa syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam 

kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan 

pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, 

karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman. Dalam 

ajaran absolut ini terdapat keyakinan yang mutlak atas pidana itu sendiri, 

sekalipun penjatuhan pidana sebenarnya tidak berguna atau bahkan memiliki 

dampak yang lebih buruk terhadap pelaku kejahatan.  

Perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan ajaran absolut ini selain sebagai 

pembalasan, menurut pandangan Stammler adalah juga untuk menunjukkan 

kepada masyarakat bahwa hukum telah ditegakkan. Tujuan pemidanaan dalam 

ajaran absolut ini memang jelas sebagai pembalasan, tetapi cara bagaimana pidana 

tersebut dapat dibenarkan kurang jelas, karena dalam ajaran ini tidak dijelaskan 

mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa terganggunya masyarakat dengan 

cara menjatuhkan penderitaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. 

Tindakan Pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu: 

a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan) 

b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan 

masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)
18

 

                                                           
17

 Muliadi dan Barda Nawawi Arief.  Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: 

Alumni, 1992), hlm. 1 
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2. Teori Relatif 

Teori Relatif secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana 

dari kemungkinan mengulaingi kejahatannya lagi dimasa mendatang, serta 

mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan 

kejahatan. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka untuk 

menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.
19

 Teori 

ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai upaya mencegah 

terjadinya kejahatan khususnya bagi para terpidana.
20

 

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan 

si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan 

sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada 

masyarakat.Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan 

maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasan 

masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara 

ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) 

kejahatan. 

3. Teori Gabungan  

                                                                                                                                                               
18

 http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html diakses pada 

tanggal 20 mei 2018 pukul 09:00 

 
19

 Muhammad Taufik Makarao. Pembaruan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2005), hlm. 39 

 
20

 Djoko Prakoso. Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1984), hlm. 32. 
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Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggaubungkan pemikiran 

yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa 

penjatuhan sanksi  pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 

dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. 

Dalam teori gabungan ini, memberi pandangan bahwa penjatuhan pidana kepada 

seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang 

itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu 

sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan 

masyarakat. 

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas, di dalam merumuskan konsep KUHP 

tidak sekedar mendalami bahan pustka Barat dan melakukan transfer konsep-

konsep pemidanaan dari negeri sebrang (Barat), tetapi memperhatikan pula 

kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah 

dengan agama yang beraneka ragam. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Penenilitan ini termasuk kategori penelitian pustaka (library research), yaitu 

research yang mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian 

yakni tentan penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan oleh anak. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, analisis, dan 

komparatif. Yaitu berusaha memaparkan tentang bentuk penerapan restorative 

justice serta kefektifannya dalam menyelesaikan pidana penganiayaan oleh 
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anak, baik di dalam hukum Islam maupu hukum positif. Selanjutnya data-data 

yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat 

dilihat perbedaan dan persamaannya kemudian dari hal tersebut dapat di tarik 

sebuah kesimpulan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah library research, maka pada tahap 

pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang batas usia anak 

dan pertanggungjawaban pidananya. Hukum pidana positif dan hukum pidana 

Islam yang relevan dan representatif. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah 

terhadap bahan pustaka yang bersifat primer yaitu: al-Tasyri al-Jina’i al-Islamy, 

pasal 45 KUHP, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Selain itu untuk melengkapi data primer, juga digunakan 

sumber-sumber berupa aturan hukum Islam dan hukum positif, serta karya-karya 

hukum yang berkenaan dengan penerapan restorative justice dalam penyelesaian 

kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 

4. Analisis Data 

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induksi agar memperoleh pengertian 

yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum terhadap jawaban dari pernyataan seperti 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian penyusunan ini. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Sebgai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan agar terarah secara 

metodis, maka penyusun menggunakan sisitematika dalam rskripsi ini sebagai 

berikut: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan 

dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas 

karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini, serta kerangka 

teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang ada, juga 

dicantumkan metode penelitian dan sitematika pembahasan pada bagian akhir bab 

ini. 

Bab kedua di jabarkan secara rinci mengenia penyelesaian restorative 

justice, bab ini menyajikan uraian teori mengenai pengertian, Tindak pidana dan 

pemidanaan serta tinjauan hukum mngenai penyelesaian maslah tindak pidana 

secara restorative justice dan latar belakang penyelesaian secara restorative 

justice,  Dalam bab ini penulis akan memaparkan pengertian restorative justice 

secara teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Pembahasan ini memberikan 

pandangan awal konsepsi terkait restorative justice sebelum memasuki masalah 

inti. 

Bab ketiga, membahas tentang penyelesaian masalah penganiayaan oleh 

anak. Pembahasan dalam bab ini menyajikan teori mengenai pengertian, definisi 

serta tinjauan hukum mengenai penyelesaian masalah tindak pidana secara 

restorative justice berdasarkan hukum Positif dan hukum pidana islam. Dalam 



18 
 

 
 

bab ini penulis akan memaparkan restorative justice dalam pandangan hukum 

Postif dan Hukum Pidana Islam. 

Bab keempat merupakan bab analisis komparatif tentang restorative justice 

terhapadap penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum antara 

hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sehingga memunculkan bagaimana 

persamaan dan membahas  perbedaan tentang keadilan restoratif sebagai alternatif 

penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum 

Bab kelima penutup yang meliputi dua sub, yaitu kesimpulan dan saran-

saran yang berakaitan dengan tema ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang 

penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice dalam hukum Pidana 

Indonesia dan hukum Pidana Islam, serta analisis restorative justice pada kasus 

penganiayaan oleh anak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

1. Penyelesaian restorative justice di dalam menyelesaikan kasus penganiayaan 

oleh anak didalam hukum pidana positif dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan sarana non penal seperti yang tertuang dalam 

Undang-undang No 11 tahun 2012 dimana adanya upaya diversi yang 

mengupayakan tindak pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui cara-cara 

yang sah. Pada umumnya proses penegakkan hukum melalui diversi ini dapat 

diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, 

penuntatan, dan pengadilan. Hal ini menunujukkan bahwa negara sangat 

memberikan atensi khusus untuk seorang anak yang terlibat tindak pidana. 

Dengan adanya upaya diversi tersebut di harapkan aparat penegak hukum 

dapat mengupayakan pendekatan yang lebih humanis dan tidak terlalu 

mengedepankan formalistik hukum di dalam menangani perkara anak. Akan 

tetapi di dalam upaya diversi ini hanya terbatas pada tindak pidana yang 

anacaman hukumannya  dibawah (7) tujuh tahun dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana (residivis). 

2. Penerapan restorative justice dalam hukum pidana Islam dapat di temukan 

dalam jari>mah qis}a>s} diyyah. Hal ini karena para ulama secara tegas 
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menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak 

manusia. Dalam jari>mah qis}a>s}-diyyah, hak korban lebih besar di bandingkan 

hak Allah (hak negara/masyarakat), sehingga terdapat alternatif penyelesaian 

dengan pilihan Qis}a>s}/Diyyah. Konsep qis}a>s}-diyyah dilihat dalam pengaturan 

hukum pidana modern terhadap korban kejahatan termasuk kategori model 

pelayanan. Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur 

non-penal. Upaya ini di lakukan melalui proses perdamaian antara korban-

pelaku Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar Bin Khatab, 

perdamaian dapat di terapkan dengan berpatokan pada koridor yang jelas. 

Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu dan keadilan sosial dan 

Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, dan bukan 

hanya sebatas penerapan legal justice. Dengan berdasarkan hal tersebut upaya 

restorative justice dapat diterapkan pada tindak pidana pidana penganiayaan 

yang dilakukan oleh anak. Restorative justice tidak terbatas pada batasan umur 

pelaku, ancaman pidananya, dan tidak ada residifis terhadap seorang anak 

yang melakukan tindak pidana. 

3. Adapun persamaan dan perbedaan dari restorative justice dalam hukum positif  

dan hukum Islam. Perbedaan yang sangat mendasar tersebut presprktif hukum 

positif Indonesia yaitu adanya pembatasan terhadap tindak pidana yang dapat 

diupayakan restorative justice yang dilakukan oleh anak. Artinya tidak semua 

tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat dilakukan dengan  

menggunakan pendekatan restorative justice yaitu tindak pidana yang 

anacaman hukuman penjaranya maksimal 7 (tujuh) tahun, dan bukan 
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merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangakan didalam Hukum Islam 

hampir semua tindak pidana yang di lakukan oleh seorang anak dapat 

diupayakan dengan menggunakan pendekatan restorative justice tanpa 

memandang tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian, di 

dalam hukum positif penyelesaian dengan menggunakan restorative justice ini 

dapat berupa membayar ganti rugi yang tidak ditentuakan batas minimalnya 

sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan pemaafan apabila seorang 

dimaafkan maka dia dapat terhindar dari membayar ganti rugi sama sekali. 

Sedangkan restorative justice dalam Islam dapat berupa membayar diyat yang 

telah ditentukan batas maksimalnya. Adapun persamaan dari restorative 

justice dalam hukum Positif dan hukum pidana Islam yaitu sama-sama 

menghendaki adanya upaya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan 

yang dimana menghindarkan seorang anak untuk dihukum dan stigma negatif 

dari seorang anak tersebut. Dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama 

membolehkan restorative justice dapat dilakukan apabila terdapat pemaafan 

dari pihak korban. 

B. Saran-saran 

Setelah penyusun menarik kesimpulan dari tulisan ini, penyusun 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Apabila dilihat dari tingkat kevektifannya dalam penanganan hukum yang 

dimana melibatkan seorang anak, sudah seharusnya para aparat penegak 

hukum dalam mengambil suatu tindakan perlu di dasari akan kepentingan 

korban dan pelaku, dan tidak hanya mengedepankan kepentingan negara. 
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Dengan begitu antara korban dan pelaku akan sama-sama memilki 

kesempatan yang sama terakit dengan merestorasi suatu keadaan.  

2. Konsep restorative justice  dalam hukum pidana Islam telah ada, jauh sebelum 

hukum positif lahir. Konsep restorative justice dalam hukum pidana Islam 

seharusnya dapat menjadi pertimbangan para aparat pengak hukum untuk 

membuat undang-undang ke arah yang lebih baik lagi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan pemerintah dapat menerapkan 

restorative justice secara holistik, bukan hanya terbatas pada ancaman tindak 

pidanya saja serta pelakunya, mengingat bagaimana problematika terkait 

dengan over kapasitas lapas dan penyerapan anggaran APBN yang sangat besar 

untuk pembiayaan para napi didalam lapas. Kemudian,  pemberian hukuman pidana 

pada seseorang dasarnya tidak dapat memutus mata rantai pertengkaran yang 

terjadi. Maka sudah sewajarnya pemerintah dapat menerapkan restorative 

justice secara penuh. 
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LAMPIRAN I, HALAMAN TERJEMAHAN 

Bab Hlm. 
Nomor 

Footnote 

Al-Qur‟an dan 

Hadis 
Terjemahan 

3 

52 79 

QS Al-Maidah 

(5) : 45 

dan Kami telah tetapkan terhadap 

mereka di dalamnya (At Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan 

jiwa, mata dengan mata, hidung 

dengan hidung, telinga dengan 

telinga, gigi dengan gigi, dan luka 

luka (pun) ada kisasnya. 

Barangsiapa yang melepaskan 

(hak kisas) nya, Maka 

melepaskan hak itu (menjadi) 

penebus dosa baginya. 

Barangsiapa tidak memutuskan 

perkara menurut apa yang 

diturunkan Allah, Maka mereka 

itu adalah orang-orang yang 

zalim. 

56 85 QS. Al-Mudatsir 

ayat 38 

tiap-tiap diri bertanggung jawab 

atas apa yang telah diperbuatnya, 

57 88 Al-hujrat (49): 9 

dan kalau ada dua golongan dari 

mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu 

damaikan antara keduanya! tapi 

kalau yang satu melanggar 

Perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar 

Perjanjian itu kamu perangi 

sampai surut kembali pada 

perintah Allah. kalau Dia telah 

surut, damaikanlah antara 

keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu Berlaku adil; 
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Sesungguhnya Allah mencintai 

orang-orang yang Berlaku adil. 

61 90 
Al-baqarah (2): 

178-179 

178. Hai orang-orang yang 

beriman, diwajibkan atas kamu 

qishaash berkenaan dengan orang-

orang yang dibunuh; orang 

merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba, dan wanita 

dengan wanita. Maka Barangsiapa 

yang mendapat suatu pema'afan 

dari saudaranya, hendaklah (yang 

mema'afkan) mengikuti dengan 

cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi ma'af) membayar 

(diat) kepada yang memberi ma'af 

dengan cara yang baik (pula). 

yang demikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhan kamu dan 

suatu rahmat. Barangsiapa yang 

melampaui batas sesudah itu, 

Maka baginya siksa yang sangat 

pedih 

179. dan dalam qishaash itu ada 

(jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, Hai orang-orang yang 

berakal, supaya kamu bertakwa. 

 

 65 94 

Ahmaddan 

Ashab As-Sunan 

kecuali 

Turmudzi 

Setiap perkara yang dilaporkan 

kepada Rasulullah yang berkaitan 

dengan hukum qishash, 

Rasulullah saw selalu 

memerintahkan pemaafan. 
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